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BAB II
DISKURSUS KAIDAH AL-‘ADAT MUHAKKAMAH: MERANGK AT

UNIVERSALITAS DALAM LOKALITAS

Pengertian Al-‘Adat Muhakkamah

Di dalam usul al-figh terdapat sebuah kaidah asasi al-‘adat
muhakkamat (adat dapat menjadi pertimbangan hukum) atau al-‘adat
shari’ah muhakkamat (adat merupakan syariat yang dihukumkan). Kaidah
tersebut bersumber dari sabda Rasulullah SAW;

Cron il die ged Lua ) saleadll (61 5 e

Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka disisi Allah pun

baik. (H.R. Ahmad )"

Atas dasar itulah adat kebiasaan yang berlaku pada masyarakat Islam
serta tidak melanggar dengan ketentuan shari’ah dapat ditetapkan sebagai
sumber hukum yang berlaku. Sebaliknya jika menyimpang dari shari’ah
meskipun telah berlaku di sebagian besar masyarakat maka tidak dapat
dijadikan sumber hukum. Hadis di atas memiliki predikat hasanan (baik),
yang sudah barang tentu menurut ukuran shari’ah dan logika. Sesuatu
dikatakan baik, jika tidak ada nas yang menetapkannya maka ditentukan

oleh penilaian akal dan diterima masyarakat.’

' Al-Suyuthi, al-Ashbah wa al-Nazair fi al-fura’, (Singapura, Jeddah, Indonesia: al-Haramain,
tth.), 63.
? Mukhtar Yahya dkk., Dasar- dasar Pembinaan Hukum Islam, (Bandung : PT. Al-Ma’arif, 1986),

518.
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Dengan dirumuskannya kaidah a/- ‘adat muhakkamah, maka semakin
melekatkan peran dan fungsi adat (tradisi) sebagai bagian dari hukum Islam.
Adat (tradisi) di sini merupakan variabel sosial yang mempunyai otoritas
hukum (hukum Islam). A/-‘adat bisa mempengaruhi materi hukum, secara
proporsional. Hukum Islam tidak memposisikan al/-‘adat sebagai faktor
eksternal non-implikatif, sebaliknya memberikan ruang akomodasi bagi al-
‘adat. Kenyataan sedemikian inilah antara lain yang menyebabkan hukum
Islam bersifat fleksibel. Karakter hukum Islam yang akomodatif terhadap a/-
‘adat (tradisi) amat bersesuaian dengan fungsi Islam sebagai agama
universal (untuk seluruh dunia). >

Dalam literatur ilmu usul/ al-figh, al-’adat memiliki nama lain yakni
al-"Urf yang kajiannya memiliki peranan penting dan cukup signifikan. Dari
sini terdapat keterkaitan yang erat antara al-’adat dan al-’urf sebagai
sebuah wilayah kajian dalam uwsul al-figh. Sementara kaidah al-’adat
muhakkamah sebagai bagian dari implementasinya berupa kaidah dasar yang
menjadi pedoman dalam penetapan hukum di setiap peristiwa fighiyyah,
baik yang telah ditunjuk oleh nas sarih maupun yang belum ada nas-nya
sama sekali.

1. Sintesa A/-’Adat dan Al-’Urf Sebuah Pengertian
Kata al-’adat berasal dari kata ’ad yang mempunyai derivasi kata
al-’adat yang berarti sesuatu yang diulang-ulang (kebiasaan). Sedangkan

‘urf berasal dari kata ‘araf’ yang mempunyai derivasi kata a/-ma ‘ruf'yang

3 Rijal Mumazziq Zionis, Posisi Al-‘Urf dalam Struktur Bangunan Hukum Islam, dalam Jurnal
Falasifa vol. 2 No. 2 September 2011, 113.
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berarti sesuatu yang dikenal atau diketahui.* Dalam pengertian lain al-"urf
adalah segala sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia karena telah
menjadi kebiasaan atau tradisi baik bersifat perkataan, perbuatan atau
kaitannya dengan meninggalkan perbuatan tertentu.

Menurut ahli shara’, al-’urf itu sendiri bermakna adat dengan kata
lain al-’urf dan al-’adat itu tidak ada perbedaan. A/-’urf tentang
perbuatan manusia misalnya, seperti jual beli yang dilakukan berdasarkan
saling pengertian dengan tidak mengucapkan sighat. Untuk al-’urf yang
bersifat ucapan atau perkataan, misalnya saling pengertian terhadap
pengertian al-walad, yang lafaz tersebut mutlak berarti anak laki-laki dan
bukan anak wanita.’

Karena itu, menurut sebagian besar ulama, al-’adat dan al-’urf
secara terminologis tidak memiliki perbedaan prinsipil.’® Tegasnya,
diantara keduanya tidak mengandung perbedaan yang signifikan dengan
konsekensi hukum yang tidak berbeda pula. Misalnya dalam kitab fikih
terdapat ungkapan haza sabit bi al-’urf wa al-’adat (ketentuan ini
berlandaskan a/-’urfdan al-‘adat), maka makna yang dimaksud keduanya
adalah sama. Penyebutan al/-’adat setelah kata al-’urf pada ungkapan
tersebut hanya berfungsi sebagai penguat (fa’kid) saja, bukan kalimat

tersendiri yang mengandung makna berbeda (ta’sis).”

* Amir Syarifuddin, Ushul Figh, Jilid 2 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu 2001), 363.
> Abdul Wahab Khalaf, /im Usul al-Figh, (Qahirah: Dar al-Qalam, tt), 88.
6 1. -
Ibid., 89.
" Abdul Karim Zaidan dalam al- Wajiz fi Usul al-Figh, Muassasah al-Risalah, vol. IIX, 2001, 155.
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Akan tetapi bila diperhatikan dari segi penggunaan dan akar
katanya, terkuak perbedaan antara keduanya. Akar kata al-‘adat, yaitu
‘ada, ya’udu, yang berarti pengulangan. Karena itu, sesuatu yang baru
dilakukan satu kali, belumlah dinamakan al-‘adat. Adapun kata ‘urf,
pengertiannya tidaklah melihat dari segi berulangkalinya suatu perbuatan
dilakukan, akan tetapi, apakah suatu perkataan, perbuatan itu dikenal atau
tidak oleh orang banyak. Tegasnya, al-‘adat adalah sesuatu yang
berulangkali, sedangkan ‘urfadalah sesuatu yang dikenal.®

Terhadap bentuk perbedaan itu, menurut Amir Syarifuddin
tidak ada perbedaan yang prinsip, karena kedua kata itu pengertiannya
sama, yaitu: suatu perbuatan yang telah berulang-ulang dilakukan
menjadi dikenal dan diakui orang banyak. Sebaliknya, karena perbuatan
itu sudah dikenal dan diakui orang banyak, maka perbuatan itu
dilakukan orang secara berulang kali.

Dengan demikian, meskipun dua kata tersebut dapat
dibedakan akan tetapi perbedaannya tidak menunjukkan pengertian
berarti. Lebih lanjut Amir Syarifuddin juga melihat perbedaan al/-‘urf
dan al-‘adat, dari segi kandungan artinya. A/-‘adat hanya memandang
dari segi berulangkalinya suatu perbuatan dan tidak meliputi penilaian
mengenai segi baik dan buruknya perbuatan tersebut. Tegasnya, kata al-

‘adat, berkonotasi netral, sehingga ada al-‘adat yang baik dan ada pula

¥ Abdul Wahab Khallaf, 7Im al-Usul al-Figh, 89.
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yang buruk.’ Jika kata a/-‘adat mengandung konotasi netral, lebih
lanjut Amir menjelaskan, al/-‘urf tidaklah demikian. Kata al-‘urf
digunakan dengan memandang pada kualitas perbuatan yang dilakukan
yaitu diakui, diketahui dan diterima oleh orang banyak. Dengan
demikian, kata a/-‘urf itu mengandung konotasi baik."

Hal ini tampak dengan definisi al- ‘urf'yang dirumuskan oleh
Badran, sebagaimana dikutip oleh Amir bahwa segala sesuatu yang
dibiasakan dan diikuti oleh orang banyak, baik dalam bentuk ucapan
atau perbuatan, berulang-ulang dilakukan, sehingga berbekas dalam
jiwa mereka dan diterima baik oleh akal mereka.'" Amir juga
menguraikan pendapat Mustafa Shalabi yang berpendapat bahwa
perbedaan ‘urf dan al-‘adat tidaklah terletak pada kandungan artinya
(netral atau tidak netral), melainkan pada ruang lingkup
penggunaannya. Kata ‘urf selalu digunakan untuk jama’ah atau
golongan, sedangkan kata ‘adat dapat digunakan untuk sebagian orang
di samping berlaku pula untuk golongan. Apa yang telah dilakukan
(menjadi kebiasaan) seseorang, maka perbuatan itu dapat dikatakan
sebagai ‘adat orang itu, namun tidak dapat dikatakan ‘urf orang itu.'?

Meskipun demikian, terlepas dari perbedaan pemaknaan,
sebagaimana uraikan di atas, dalam penerapannya sebagai metode

istinbat hukum, para ulama menyamakan kedua term tersebut. Baik a/-

? Amir Syarifuddin, Ushul Figh, jilid 2, (Jakarta: Logos, 2001), 364.
1" Muhammad Abu Zahra, Ushul al-Figh, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008), 416.
""" Amir Syarifuddin, Ushul Figh, jilid 2, 364.

12 1bid.
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"adat maupun al-’urf dipahami sebagai sebuah kebiasaan, yang dikenal
oleh masyarakat dan mengandung kearifan demi kemaslahatan bersama

di lingkungan mereka.

2. Al-‘Adat Menurut ‘Ulama’ Klasik

Pada dasarnya, shari’ah Islam dari masa awal banyak
menampung dan mengakui adat atau tradisi yang baik dalam
masyarakat selama tradisi itu tidak bertentangan dengan al-Qur’an dan
Sunnah Rasulullah. Jadi kedatangan Islam bukan menghapuskan sama
sekali tradisi yang telah menyatu dalam masyarakat."?

Para Imam mazhab dalam membina hukum fikih banyak sekali
memperhatikan ‘urf setempat. Imam Malik, misalnya dalam membina
mazhabnya lebih dititikberatkan kepada ’‘amaliyah ulama’ fuqaha’
Madinah. Lalu fatwa-fatwa Imam Abu Hanifah berbeda dengan fatwa-
fatwa dari murid-muridnya lantaran perbedaan kebiasaan mereka
masing-masing. Imam Shafi’i setelah pindah ke Mesir mengganti
fatwanya sesuai adat kebiasaan yang berlaku dan dipraktekkannya di
negara baru ini, hingga fatwa-fatwa beliau ini dapat dibedakan antara
sewaktu berada di Baghdad dalam gau/ gadinmya dengan fatwa beliau
sesudah pindah ke Mesir dalam gaul jadidnya."*

Dari sini maka tidak diragukan lagi bahwa di masa ulama’

mazhab, masing-masing kota memiliki adat yang berbeda yang

13 Satria Effendi, Ushul Figh, (Jakarta : Prenada Media, 2005), 156.
'* Mukhtar Yahya dkk., Dasar- dasar Pembinaan Hukum Islam, 518.
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menyebabkan masing-masing Imam itu memelihara "urf negeri yang
didiami tersebut. Dan sejauh hal-hal yang tidak diperoleh dari nas
meskipun menyalahi “urf negeri lain. Sebagai contoh pada masa itu
sebagian ulama’ membolehkan mengambil upah dari hasil pengajaran
al-Qur’an, karena di negeri itu tidak diperoleh guru-guru mengaji yang
mau mengajar dengan tidak berharap upah sama sekali. Sedangkan
golongan ulama’ lain yang tidak membenarkan demikian lantaran di
daerahnya ada guru yang mengajar karena Allah semata tanpa
mengharap upah."

Dan tidak sedikit jumlah masa’il fighiyyah yang bersumber dari
adat kebiasaan yang berlaku pada masa dan situasi setempat. Apalagi
jika shari’ah menyebutkan suatu ketentuan secara mutlak tanpa
pembatasan dari nash itu sendiri maupun dari segi pemakaian bahasa.
Untuk ketentuan yang demikian ini, para ulama’ ahli usu/ membuat
suatu kaidah yang berbunyi : “Setiap ketentuan yang dikeluarkan oleh
shara’ secara mutlak dan tidak ada pembatasannya dalam shara’ dan
dalam ketentuan bahasa, maka dikembalikan kepada ’urt. 16

Misalnya istilah Airzu (penyimpanan) salah satu unsur mencuri
dan sarig (pencuri), yang keduanya berlaku dalam hukum pidana Islam
(jarimah Islamiyyah), tafarruq (berpisah) dan qabdhi (penerimaan)

dalam hukum jual beli dan haid (menstruasi) dalam hukum munakahat.

'S Hasbi Ash-Shiddieqi, Pengantar Ilmu Perbandingan madzhab, ( Jakarta : Penerbit Bulan
Bintang, 1975), 81.
' Mukhtar Yahya dkk., Dasar- dasar Pembinaan Hukum Islam, 518-519.



17 Ibid.
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Istilah-istilah tersebut tidak diterangkan pengertiannya secara otentik
oleh Shari’. Karena itu semuanya diserahkan kepada adat kebiasaan
dalam memberikan batasan dan interpretasi.'’

Menurut hasil penelitian al-Tayyib Hudari al-Sayyid, guru besar
Ushul Fikih di Universitas Al-Azhar Mesir dalam karyanya al-Jjtihad fi
ma 14 nassa fih, bahwa mazhab yang dikenal banyak menggunakan ‘urf
sebagai landasan hukum adalah kalangan Hanafiyyah dan kalangan
Malikiyyah, selanjutnya diikuti oleh kalangan Hanabilah dan kalangan
Shafi’iyyah. Masih menurutnya, pada prinsipnya mazhab-mazhab besar
fikih tersebut sepakat menerima al-’adat sebagai landasan pembentukan
hukum, meskipun dalam jumlah dan rinciannya terdapat perbedaan
diantara mereka, sehingga ’urf dimasukkan kelompok dalil-dalil yang

diperselisihkan di kalangan ulama’.'®

. Al-‘Adat Menurut ‘Ulama’ Modern

Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan ‘urf sebagai sesuatu
yang dikenal oleh manusia dan berlaku kepadanya, baik berupa
perkataan, perbuatan atau meninggalkan sesuatu.'” Bila dikatakan
bahwa si Fulan lebih dari yang lain dari segi ‘urfmya, ini maksudnya

adalah bahwa si Fulan lebih dikenal dibandingkan dengan yang lain.

¥ bid., 155.
' Abdul Wahab Khallaf, /lm al-Ushul al-Figh, 89.
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Pengertian “dikenal” ini lebih dekat kepada pengertian “diakui oleh
orang lain”.

Sementara pada dataran aplikasinya, menurut Yusuf Qardawi
bahwa ‘urf yang ditetapkan sebagai hukum bertujuan untuk
mewujudkan kemaslahatan dan kemudahan terhadap kehidupan
manusia. Dengan berpijak pada kemaslahatan ini pula manusia
menetapkan segala sesuatu yang mereka senangi dan mereka kenal.
Adat kebiasaan seperti ini telah mengakar dalam suatu masyarakat
sehingga sulit sekali ditinggalkan karena terkait dengan berbagai
kepentingan hidup mereka.

Sekalipun demikian, tidak semua kebiasaan masyarakat diakui
dan diterima dengan alasan dibutuhkan masyarakat. Suatu kebiasaan
baru diterima manakala tidak bertentangan dengan nas atau jjma’ yang
jelas-jelas terjadi di kalangan ulama’. Disamping itu, suatu kebiasaan
dapat diakui Islam bila tidak akan mendatangkan dampak negatif
berupa kemudharatan bagi masyarakat di kemudian hari.

Menurut Qardawi, perlu digaris bawahi bahwa hukum yang
ditetapkan berdasarkan ‘urf akan berubah seiring dengan perubahan
masa dan tempat. Beliau mengambil pendapat Shatibi yang
mengemukakan contoh ‘urf yang berubah karena perubahan tempat dan
masa. Perubahan ‘urf karena perubahan tempat dapat diamati dalam
masalah membuka tutup kepala. Menurut Shatibi, masalah menutup

kepala bagi laki-laki pada masing-masing daerah terdapat perbedaan.
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Bagi masyarakat di daerah-daerah timur, membuka tutup kepala
dipandang sebagai sesuatu yang kurang baik. Sementara di Negara-
negara barat, membuka tutup kepala merupakan suatu hal yang biasa.”’

Selaras dengan pendapat Qardawi, Wahbah al-Zuhaili,
memberi contoh tentang diperbolehkannya akad istisna’, demi
memenuhi hajat masyarakat, meskipun transaksi itu dilakukan atas
sesuatu yang tidak ada (ma’dum).”' Yakni diperbolehkannya jual beli
buah-buahan yang masih berada di pohon, apabila kedua belah pihak,
khususnya pembeli, telah melihat secara langsung kondisi buah yang
akan dibeli. Seluruh atau sebagian dari pohon yang sama. Semua itu
didasarkan pada penggunaan ‘urf>

Wahbah al-Zuhaili sebelum menjelaskan secara komprehensif
akad istisna’ juga memberikan pengantar bahwa Islam menghendaki
kemudahan bagi umatnya. Shari’ah dibentuk tak lain adalah upaya
untuk menuntut umat Islam dalam memenuhi hajatnya, meraih
kemaslahatan. Oleh karena itu, sangat diperlukan ijtihad dalam rangka
menghasilkan konstruksi hukum yang sesuai dengan hajat tersebut. Hal
itu sesuai dengan kaidah al-hajat tanzilu manazila al-daruriyyah dan al-

Islam dinu al-yusra la ‘usra, >

2 Yusuf Qardawi, Awamilu al-Sa’ati wa al-Murtunati fi al-Shari’ah al-Islamiyyah, Terj. Alim
Bazemool, ( Jakarta : Pustaka Mantiq, 1993 ), 42.

! Wahbah al-Zuhaili, al-Wajiz i Ushil al-Figh, (Damaskus: Dar al- Fikr, 1990), 99.

*2Ibid., 100.

2 Wahbah al-Zuhaili, al-Figh al-Islam wa Adillatuhu, Jilid 5, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1995),
3640.
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Dari sini maka disinyalir bahwa para ulama shari’at di
berbagai aliran dari dulu hingga sekarang menerima dan menjadikan
‘adat sebagai dasar hukum. Dalam kitab al-fangih yang dikarang oleh
al-Qarafi disebutkan bahwa ‘adat sudah menjadi titik temu antara
aliran-aliran. Dalam kitab al-Ashbah yang dikarang Ibnu Najim juga

disebutkan bahwa ‘adat hadir dalam banyak permasalahan figih.**

4. Beberapa Kaidah al-‘Adat Muhakkamah
Di antara kaidah-kaidah cabang dari kaidah al/-‘adah

muhakkamah adalah sebagai berikut:

Csasll eg B8 N Sl

Apa yang biasa diperbuat orang banyak adalah hujjah
(alasan/argument/dalil) yang wajib diamalkan

Maksud kaidah ini adalah apa yang sudah menjadi adat kebiasaan
di masyarakat, menjadi pegangan, dalam arti setiap anggota masyarakat

. 25
menaatinya.

Sl Esdall 18 S 2t ()

Adat yang dianggap (sebagai pertimbangan hukum) itu hanyalah
adat yang terus-menerus berlaku atau berlaku umum.

** Jamal al-Banna, Manifesto Figih Baru 3 Memahami Paradigma Figih Moderat, terj. Hasibullah
Satrawi dkk. ( Jakarta : Penerbit Erlangga, 1997), 340.
» A. Djazuli, Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-
masalah yang Praktis (Jakarta: Kencana, 2007), 84-85.
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Dalam masyarakat suatu perbuatan atau perkataan yang dapat
diterima sebagai adat kebiasaan, apabila perbuatan atau perkataan
tersebut sering berlakunya, atau dengan kata lain sering berlakunya itu
sebagai suatu syarat (salah satu syarat) bagi suatu adat untuk dapat

dijadikan sebagai dasar hukum.”®

Adat yang diakui adalah yang umumnya terjadi yang dikenal
oleh manusia bukan dengan yang jarang terjadi.

Ibnu Rusydi menggunakan ungkapan lain, yaitu:

AL Y Gy A

Hukum itu dengan yang biasa terjadi bukan dengan yang jarang
terjadi.

Gss LyaadS s Dyl

Sesuatu yang telah dikenal ‘urf seperti yang disyaratkan dengan
suatu syarat.

Maksudnya adat kebiasaan dalam bermuamalah mempunyai daya

ikat seperti suatu syarat yang dibuat.?’
i bpaalS & G Oypadl

Sesuatu yang telah dikenal di antara pedagang berlaku sebagai
syarat di antara mereka.

%% Imam Musbikin, Qawa‘id Al-Fighiyyah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), 102-103
" A. Djazuli, Kaidah-kaidah Fikih, 86.
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Sesuatu yang menjadi adat di antara pedagang, seperti

disyaratkan dalam transaksi.”®

uaﬁb/ i;‘?s@g_/}}ﬂp ’;’»;f“

Ketentuan berdasarkan ‘urf'seperti ketentuan yang disandasarkan

pada nash.

Penetapan suatu hukum tertentu yang didasarkan pada ‘urf dan
telah memenuhi syarat-syarat sebagai dasar hukum, maka kedudukannya

sama dengan penetapan suatu hukum yang didasarkan pada nash.”
s LRSI Zal

Sesuatu yang tidak berlaku berdasarkan adat kebiasaan seperti
yang tidak berlaku dalam kenyataan.

Maksud kaidah ini adalah apabila tidak mungkin terjadi
berdasarkan adat kebiasaan secara rasional, maka tidak mungkin terjadi
dalam kenyat aannya.3 0

S5 Y5, A% dasad

Arti hakiki (yang sebenarnya) ditinggalkan karena ada petunjuk
arti menurut adat”

il 03y e Sy

** Jaih Mubarok, Kaidah Figh: Sejarah dan Kaidah-kaidah Asasi (Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 2002), 157.

% Imam Musbikin, Qawa ‘id Al-Fighiyah, 100.

% A. Djazuli, Kaidah-kaidah Fikih, 87.
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Pemberian izin menurut adat kebiasaan adalah sama dengan

pemberian izin menurut ucapan.
B. Posisi Al-‘Adat dan Al-‘Urf Dalam Struktur Bangunan Hukum Islam

Bila merujuk pada fakta historis masa awal (pada masa Rasulullah

dan para sahabat) dalam tashri’ al-Islam, posisi al-‘adat dan al-’urf menjadi
faktor penting dalam pembangunan Hukum Islam, bahkan menjadi pengiring
lahirnya wahyu al-Qur’an yang diturunkan melalui Muhammad SAW.
Namun demikian, sejak pasca sahabat, ijtihad hukum di kalangan umat Islam
mulai mengurangi memasukkan a/-‘adat dan al-’urf sebagai sumber hukum
Islam. Kalaulah para ulama menggunakan al-‘adat dan al-’urf sebagai
sumber Hukum Islam, itu pun dengan syarat-syarat yang begitu rumit.
Dengan tingkat kerumitan itu maka dapat dibayangkan bahwa pada saat itu
baik al-Qur’an maupun Sunnah dipahami secara harfiah, rigid, dan sangat
normatif sesuai dengan kepentingan atau pemahaman penguasa pada masa
itu.’!

Al-Qur’an dan Sunnah yang diyakini menjadi landasan dan inspirasi
tunggal rahmatan Ii al-alamin . Jika hanya dipahami dengan menggunakan
logika hukum positif, pada tataran ini maka yang akan lahir bukanlah
hukum-hukum yang berperikemanusiaan, melainkan hukum-hukum yang
tereduksi dan tidak kurang memiliki sentuhan rahmatan Ii al-alamin.

Sebagian para ulama telah menjadikan metodologi hukum Islam dan

persyaratan diterimanya al-‘adat dan al-’urf sebagai sesuatu yang suci

3! Rijal Mumazziq Zionis, Posisi Al-‘Urf dalam Struktur Bangunan Hukum Islam, 135.
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setelah al-Qur’an. Padahal a/-‘adat dan al-’urfpada dirinya merupakan fakta

sosiologis, antropologis, serta psikologis suatu masyarakat pada zamannya.

Padanya pula terdapat nilai-nilai moral (moral values) yang sangat mungkin

secara esensial mempunyai makna serta maksud yang sama dengan al-Qur’an

dan Sunnah.

Diantara beberapa persyaratan yang diumumkan oleh para ulama’
usuliyyin bahwa tidak semua a/-‘adat bisa dijadikan sebagai dalil untuk
menetapkan hukum Islam kecuali apabila memenuhi syarat sebagai berikut:**
1. Suatu ‘adat dan ‘urf’> baik yang khusus dan umum maupun yang ‘amalf

dan gqauli, berlaku secara umum. Artinya, ‘adat itu berlaku dalam
kebanyakan kasus yang terjadi dalam masyarakat dan keberlakuannya
dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut.

2. Suatu ‘adat dan ‘urf, yang akan dijadikan sebagai dalil hukum Islam
adalah adat yang telah berjalan sejak lama di suatu masyarakat ketika
persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Artinya, adat yang
akan dijadikan sandaran hukum itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang

akan ditetapkan hukumnya. Dalam kaitan ini, ulama usul al-figh dapat

32 Musthafa Ahmad al-Zarqa’, Al-Madkhal al-Fight al-‘Am Jilid I dan II, (Damaskus: Dar al-Fikr,
1978), 873-881.

33 Adapun dari segi bentuknya, ulama usul al-figh membagi ‘urf menjadi tiga macam ; pertama,
dari segi objeknya dibagi menjadi dua, yaitu: ‘urf qauli/ lafdzi (kebiasaan yang menyangkut
perkataan/ ungkapan) dan ‘urf fi’li (kebiasaan yang berbentuk perbuatan). Kedua, dari segi
cakupannya terbagi atas: ‘urf ‘am (kebiasaan yang bersifat umum) dan ‘urf khas
(kebiasaan yang bersifat khusus). Ketiga, dari segi keabsahannya dari pandangan shara’, terbagi
dua: ‘urf shahih (kebiasaan yang dianggap sah) dan ‘urf fasid (kebiasaan yang dianggap rusak).
Lihat Mahmud Muhammad at-Thanthawi, Usul al-Figh al-Islami, (Mesir: Maktabah Wahabah,
2001.)307-310., lihat juga, Amir Syarifuddin, Ibid., 365-368. lihat pula, Nasrun Haroen, Usul
Figh 1, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1996), Cet. Ke-2, 139-141.
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menjadikannya sebagai sandaran hukum dalam menyelesaikan kasus
hukum yang telah terjadi.

3. Suatu ‘adat dan ‘urf, yang akan dijadikan sebagai dasar penetapan hukum
tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas oleh para pihak
dalam masalah yang sedang dilakukan. Sebagai contoh, antara penjual
dan pembeli ketika melakukan transaksi jual-beli telah menyepakati
bahwa dengan kesepakatan secara jelas bahwa barang yang dibeli akan
dibawa sendiri oleh pembeli ke rumahnya. Padahal ‘adar yang berlaku
adalah barang yang dibeli akan diantarkan penjualnya ke rumah pembeli.
Ini berarti bahwa ada pertentangan antara ‘adat dan yang diungkapkan
secara jelas dalam transaksi tersebut. Bila demikian keadaannya, maka
‘adat yang berlaku di masyarakat tidak bisa dijadikan sebagai dasar untuk
menetapkan hukum dalam jual beli tersebut.

4. Suatu ‘adat dan ‘urf, dapat diterima sebagai dasar hukum Islam manakala
tidak ada nas yang mengandung hukum dari permasalahan yang dihadapi.
Artinya, bila suatu permasalahan sudah ada nasnya, maka adat itu tidak
dapat dijadikan sebagai dalil hukum Islam.

Selanjutnya, dengan perkembangan dewasa ini banyak persoalan
yang harus dihadapi oleh umat Islam, baik secara individual maupun
kelompok. Kehadiran ulama yang mempunyai kepekaan antropologis dan
kecerdasan sosiologis sangat diharapkan. Karena hal itu dimungkinkan
menjadi faktor penting dalam menerima ‘adat dan ‘urf, secara konseptual

maupun material. Karena ‘adat dan ‘urf, itulah realitas kehidupan kekinian,
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oleh karenanya solusi yang ditawarkannya pun sekurang-kurangnya sesuai
dengan konsep dan materi yang ada.

Tegasnya, ke depan peran ‘adat dan ‘urf, sebagai sumber dalam
pembangunan Hukum Islam sangat signifikan. Munculnya persoalan-
persoalan kontemporer seperti Aumanism, democratization, pluralism, gender
equality, cross-cultural, inter-religious faith, religious issues and science, dan
multiculturalism, tidak bisa diselesaikan dengan tanpa melibatkan ‘adat dan
‘urf,”® Selain itu, beberapa persyaratan penggunaan al-‘adat dan al-‘urf
yang ditawarkan oleh para ulama figh maupun ulama usul figh, tidak
selamanya harus menjadi acuan utama. Selama antara nas-nas al-Qur’an dan
Sunnah dengan realitas al-‘adat dan al-‘urf mempunyai kesamaan makna
dan maksud, maka penghormatan terhadap al-‘adat dan al- ‘urf sama seperti
halnya penghormatan terhadap al-Qur’an dan Sunnah.

Kaidah al-‘adat muhakkamah merupakan kaidah asas atau gawaid
kulliyat al-kubra, yang memiliki fungsi yang sangat penting dalam
menetapkan hukum fikih. Sama halnya dengan hakikat dari gawaid al-
fighiyyah pada umumnya, yaitu “are theoretical abstractions in the form
usually of short epithetic statements that are expressive, often in a few
words, of the goals and objectives of Shari‘ah”>> Ungkapan singkat al - ‘adat
muhakkamah, tanpa keraguan memiliki makna yang cukup luas dalam

mengungkapkan maksud dan tujuan shari’ah.

34 Rijal Mumazziq Zionis, Posisi Al-‘Urf dalam .., 136
3 Mohammad Hashim Kamali, Syari’ah Law: an Introduction, (Oxford: Oneworld, 2008), 142.
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Mahmud Mustafa al-Zuhaili menulis, ‘sesungguhnya kaidah ini ingin
menegaskan bahwa baik kebiasaan (al-‘adat) yang bersifat umum maupun
khusus, bisa dijadikan sebagai dasar penetapan hukum (/7 isbati hukmin
shar’iyyin) terhadap aspek-aspek yang tidak diatur oleh nas secara khusus.
Nas tetap menjadi acuan, namun segala sesuatu yang berkaitan dengan sosial
kemasyarakatan yang tidak dijelaskan oleh nas, maka kebiasaan atau a/-‘adat
bisa dijadikan dasar dalam menetapkan hukum. Terlebih peristiwa hukum,

muncul ketika ia bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku umum

di suatu masyarakat. Baik yang telah diundangkan, maupun yang belum.

C. AIl-‘Adat Nalar Hukum Universalitas dalam Lokalitas
1. Al-‘Adat. Perangkat Usul Fikih Berdimensi Kearifan Lokal
[lmu usul al-figh dikenal sebagai the queen of islamic science;
primadona ilmu-ilmu keislaman.’’ Pengertian etimologis usul al-figh,
memberikan penjelasan bahwa wsul al-figh merupakan ilmu yang
mempelajari dasar-dasar, metode-metode, pendekatan-pendekatan, dan
kunci untuk bisa terbukanya pintu memahami ilmu-ilmu keislaman yang
lainnya. Tidak hanya persoalan hukum, bahkan untuk memahami seluruh
aspek kehidupan sosial masyarakat, penguasaan terhadap bidang usul al-

figh adalah keniscayaan yang tak dapat ditawar-tawar.

36 Mahmud Mustafa al-Zuhaili, a/-Qawa’id al-Fighiyyah wa thatbiqatiha fi al-mazhab al-arba’ah,
Juz 1, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2006), 298.
37 Addiarrahman , Kritik Nalar Perbankan Syari’ah: Perspektif Legal Maxim, dalam Jurnal Az-
Zarqa’, Vol. 5, No. 2, Desember 2013, 6-7.
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Melalui ilmu ini, akal manusia dituntun secara metodis,
sistematis, dalam rangka memahami ayat-ayat Allah baik kauniyah
maupun gauliyah. la menjadi dasar, asal, fondasi (usul) bagi suatu
pemahaman, pemaknaan, interpretasi yang mendalam (al-figh).
Mempelajari dan memahami ilmu wsul/ al-figh, memudahkan kita
memahami fenomena Islam, baik normatif maupun empiris.*®

Kaidah al-‘adat muhakkamah maupun ‘urf dalam ilmu usu/ al-
figh, dibahas sebagai sebuah metode yang mempertimbangkan faktor
empiris suatu masyarakat. Meskipun terkesan diperdebatkan posisinya
sebagai sebuah metode istinbat hukum, para ‘ulama’ tidak pernah bisa
melepaskan diri dari pertimbangan ‘urf di suatu tempat di mana ia
berhadapan dengan persoalan hukum. Misalnya, Imam Malik
mempertimbangkan Amal AA/ Madinah dengan mengedepankan aspek
masalahah dalam proses berijtihad. Imam Hanafi menggunakan istihsan
dan al-‘urf dalam pertimbangan hukumnya. Imam Shafi’i memiliki hasil
ijtihad yang berbeda, gaul gadim dan qgaul jadid, atas dasar perbedaan
tempat dan kondisi sosial masyarakat. Serta ulama-ulama lain, juga
melakukan hal yang sama.

Melihat kesejarahan para ulama dalam menentukan istimbath

hukum yang selaras dengan dimensi tempatan tersebut adalah

¥ Thaha Jabir al-Alwani menjelaskan bahwa “ushul al-figh is rightly considered to be the most
important method of research ever devised by muslim thought. Indeed, as the solid foundation
upon which all Islamic disciplines are based, ushul al- figh not only benefited Islamic civilization
but contributed to the intellectual enrichment of world civilization as a whole.” Lihat, Thaha
Jabir al-Alwani, Ushul al-Figh al-Islami (Virginia: The International Institute Of Islamic
Thought, 1990), hlm. xi.
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keniscayaan jika kaidah al-‘adat Muhakkamah tidak lain merawat
kearifan lokal sebagai bagian dalam merumuskan hukum. Secara
definitif kearifan lokal dapat dimaknai sebagai gagasan-gagasan
setempat (local) yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik,
yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. Dengan kata
lain, yang dimaksud dengan kearifan lokal adalah “pandangan hidup dan
ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud
aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab
berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka”. Istilah ini
dalam bahasa Inggris dikonsepsikan sebagai local wisdom (kebijakan
setempat) atau /local knowledge (pengetahuan setempat) atau /local
genious (kecerdasan setempat).*’

Selanjutnya kearifan lokal atau yang dikenal dengan istilah (/ocal
genius/local wisdom) merupakan pengetahuan lokal yang tercipta dari
hasil adaptasi suatu komunitas yang berasal dari pengalaman hidup yang
dikomunikasikan dari generasi ke generasi. Kearifan lokal dengan
demikian merupakan pengetahuan lokal yang digunakan oleh
masyarakat lokal untuk bertahan hidup dalam suatu lingkungannya yang
menyatu dengan sistem kepercayaan, norma, budaya dan diekspresikan
di dalam tradisi dan mitos yang dianut dalam jangka waktu yang lama.
Dalam kearifan lokal, terkandung pula kearifan budaya lokal. Adapun

kearifan budaya lokal ialah pengetahuan lokal yang sudah sedemikian

39 Agung Setiyawan, “Budaya Lokal Dalam Perspektif Agama: Legitimasi Hukum Adat ( ‘Urf)
Dalam Islam” dalam Esensia Vol. XIII No. 2 Juli 2012, 207.
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menyatu dengan sistem kepercayaan, norma, dan budaya, serta
diekspresikan dalam tradisi dan mitos yang dianut dalam jangka waktu
yang lama, maka kearifan lokal merupakan sesuatu yang berkaitan
secara spesifik dengan budaya tertentu (budaya Ilokal) dan
mencerminkan cara hidup suatu masyarakat tertentu (masyarakat lokal).
Dengan kata lain, kearifan lokal bersemayam pada budaya lokal (/ocal
culture).

Melalui kaidah al-‘adat muhakkamah ( ‘urf) dapat menemukan
sisi Islam yang tidak pernah membeda-bedakan budaya rendah dan
budaya tinggi, budaya kraton dan budaya akar rumput yang dibedakan
adalah tingkat ketakwaannya. Disamping perlu terus menerus
memahami al-Quran dan Sunnah secara benar, perlu kiranya umat Islam
merintis cross cultural understanding (pemahaman lintas budaya) agar
kita dapat lebih memahami budaya bangsa lain. Meluasnya Islam ke
seluruh dunia tentu juga melintas aneka ragam budaya lokal. Islam
menjadi tidak “satu”, tetapi muncul dengan wajah yang berbeda-beda.
Karenanya, tidak ada lokasi tunggal ataupun budaya seragam yang
identik dengan Islam. Dengan demikian, tidak ada Islam yang
monolitik.” Demikian papar Bruce B. Lawrence.*’

Apa yang dikemukan oleh Bruce B. Lawrence adalah
keniscayaan wujud dari shari’ah Islam yang dinamis dan elastis. Hal

yang demikian bisa terimplementasi jika landasan hukum yang dalam

* Bruce B. Lawrence, Islam Tidak Tungggal: Melepaskan Islam Dari Kekerasan, terj. Harimukti
Bagoes Oka (Jakarta: Serambi [lmu Semesta, 2004), 11.
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usul figih dinamakan al-‘adat muhakkamah ( ‘urf), yakni sesuatu yang
menjadi kebiasaan dan dijalankan oleh manusia, baik berupa perbuatan
yang terlakoni diantara mereka atau lafadz yang biasa mereka ucapkan
untuk makna khusus yang tidak dipakai (yang sedang baku). Dengan
begitu Islam memandang budaya, tradisi atau adat yang ada di
masyarakat sebagai hal yang memiliki kekuatan hukum.

Perlu diketahui bersama bahwa teori al- ‘adat muhakkamah ( ‘urf)
ini diambil dari adanya realitas sosial kemasyarakatan bahwa semua cara
hidup dan kehidupan itu dibentuk oleh nilai-nilai yang diyakini sebagai
norma kehidupan, sedang setiap individu dalam bermasyarakat dalam
melakukan sesuatu itu karena sesuatu tersebut dianggap bernilai,
sehingga dalam komunitas mereka memiliki pola hidup dan kehidupan
mereka sendiri secara khusus berdasarkan nilai-nilai yang sudah dihayati
bersama. Oleh sebab itu, jika ditemukan suatu masyarakat meninggalkan
perbuatan yang selama ini sudah biasa dilakukan, maka mereka sudah
dianggap telah mengalami pergeseran nilai, dan nilai-nilai seperti inilah
yang dikenal degan sebutan adat-istiadat, budaya, tradisi dan
sebagainya. Oleh karena itulah kebudayaan itu bisa dianggap sebagai
perwujudan aktifitas nilai-nilai dan hasilnya.

Islam dalam berbagai bentuk ajaran yang ada di dalamnya,
menganggap adat-istiadat atau ‘urf sebagai patner dan elemen yang
harus diadopsi secara selektif dan proporsional, sehingga bisa dijadikan

sebagai salah satu alat penunjang hukum-hukum shara’, bukan sebagai



39

landasan hukum yuridis yang berdiri sendiri dan akan melahirkan produk
hukum baru, akan tetapi ia hanya sebagai suatu ornament untuk
melegitimasi hukum-hukum shara’ sesuai dengan perspektifnya yang

tidak bertentangan dengan nas-nas shara’*'

Berangkat dari pembacaan di atas itulah kemudian tercetus teori
yang obyek pembahasannya terfokus hanya kepada kasus-kasus adat
kebiasaan atau tradisi, yaitu teori ‘urf sebagai berikut:

daSae day i 8 pall o jlic] Al g Hill dCi jll
‘Urf menurut shara’ itu memiliki suatu penghargaan (bernilai
hujjah) dan kaidah ‘urf merupakan dasar hukum yang telah
dikokohkan.
2. Al-‘Adat : Lokalitas Sebagai Interpretasi Keagamaan
Islam tidak lahir dari ruang hampa yang kosong. Al-Qur’an yang
merupakan sumber pedoman dan representasi Islam meski secara fakta
bahwa kesinambungannya beranjak dari kalam (ide) Allah yang meta-
historis, namun telah hadir dalam bentuk bahasa Arab yang berdimensi

lokal dan partikular sebagai wilayah historis.** Adanya wilayah historis

*I Agung Setiyawan, “Budaya Lokal Dalam Perspektif Agama...” 213.

*Sekurang-kurangnya empat argumen: Pertama, Tuhan telah memilih bahasa manusia —dalam hal
ini bahasa Arab- sebagai kode komunikasi antara Tuhan dan Rasul-Nya. Di dalam proses
komunikasi, Mohamed Arkoun menyatakan bahwa pengujar menyatakan diri dengan suatu cara
pengungkapan yang khas, semua literatur mengenai 7jaz —paling tidak sejauh menyangkut
persoalan linguistik murni— menegaskan peran menentukan dari cara pengungkapan ini dalam
munculnya suatu kesadaran akan kitab yang diwujudkan dari dalam ruang pikir Arab. Lihat
Mohammed Arkoun berbagai Pembacaan Qur’an, terj Machasin (Jakarta: INIS 1997), 80. Kedua,
keterlibatan Muhammad sebagai penerima pesan di satu sisi dan sebagai penafsir di sisi lain ikut
menentukan proses sosial pengujaran dan tekstualisasi al-Qur’an. Muhammad bukanlah sebuah
kaset rekaman yang tidak berkepribadian, melainkan orang cerdas, jujur dan amanah (dapat
dipercaya). Jadi ketika menerima wahyu maka Muhammad ikut aktif memahami, menyerap dan
kemudian mengungkapkannya dalam bahasa Arab. Keterlibatan Muhammad dalam hal ini,
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ini otomatis meniscayakan adanya situasi sosial yang melingkupi. Hal itu
menjadikan al-Qur’an memiliki hubungan dialektis dengan realitas.
Karena sifatnya yang berdialektika dengan realitas itulah nilai-nilai
universalistiknya mengalir ke dalam ruang dan waktu yang berbeda.
Sehingga meniscayakan tradisi keagamaan Islam dapat berubah sesuai
dengan konteks sosial-budaya suatu masyarakat.

Gagasan ajaran terhadap nilai-nilai Islam seperti itu memberi
harapan (antropologi wahyu) kepada semua kelompok sosial yang hidup
di dalam wilayah sosio-budaya tertentu untuk meneguhkan identifikasi
diri mereka kepada lokalitas-nya secara kritis, mengelola perbedaan-
perbedaan yang muncul sebagai konsekuensinya dan mengarahkan
berbagai kelompok berbeda tersebut untuk selalu melihat cita-cita yang
lebih jauh untuk pemenuhan ketinggian harkat kemanusiaan mereka

sendiri.” Artikulasi untuk mencapai cita-cita itu adalah selalu

menurut Komaruddin Hidayat berlangsung dalam dua level; 1). Proses pengungkapan dalam
bahasa Arab. 2). Penafsiran atas al-Qur’an yang kemudian disebut hadis. Lihat Komaruddin
Hidayat, Memahami Bahasa Agama: Sebuah Kajian Hermencutik (Jakarta: Paramadina, 1996),
16. Ketiga, sejak turunnya, al-Qur’an telah berdialog dengan realitas. Banyak sekali peristiwa
yang mengiringi turunnya sebagai jawaban atas peranyaan-pertanyaan umat waktu itu. Dengan
kata lain, sangat sedikit ayat-ayat yang diturunkan tanpa ada sebab eksternal. Jika kita mengikuti
perkembangan al-Qur’an, maka itu berarti juga kita mengikuti perkembangan hidup Nabi
Muhammad SAW dan perkembangan komunitas di sekelilingnya. Keempat; firman Tuhan itu
telah direkam dalam bentuk catatan atau teks. Pencatatan ini mempunyai sejarahnya sendiri,
bermula dari tulisan-tulisan parsial berserakan sampai pada penetapan Official Closed Corpus
(korpus resmi tertutup) yan dilakukan khalifah ketiga, Ustman bin Affan, sebagai satu-satunya
model pembakuan al-Qur’an pada abad 4 H/10 M. sejak saat itulah terjadi peralihan al-Qur’an
dari tradisi lisan ke tradisi tulisan. Peralihan ini telah mengindikasikan sejak saat itu umat Islam
telah memasuki tahapan logosentrisme, yaitu sebuah tahapan yang mengacu pada teks-teks suci
yang ada dalam al-Qur’an untuk memperoleh jawaban dari berbagai situasi dan kondisi yang
terus berkembang, tidak lagi mengacu kepada tradisi Islam. Lihat Johan Hendrik Meuleman
“Pengantar” dalam Mohammed Arkoun, Nalar Islam dan Nalar Modern: Berbagai Tantangan dan
Jalan Baru, terj. Rahayu S. Hidayat (Jakarta; INIS 1994), 23-28.

®M. Jadul Maula, “Syari’at (kebudayaan) Islam; lokalitas dan universlitas,” dalam makalah
bersama Islam Transformatif dan toleran LkiS Yogyakarta tahun 2002.
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mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan lokal masyarakat di dalam
merumuskan hukum-hukum agama, tanpa mengubah hukum inti agama.
Sementara ajaran-ajaran substansi Islam dihadirkan di dalam kerangka
untuk memberikan  kontrol konstruktif terhadap kebengkokan-
kebengkokan lokalitas. Terhadap tradisi lokal yang mempraktikkan
kehidupan zalim, hegemonik, tidak adil, maka lokalisme melancarkan
kritiknya. Persenyawaan Islam dan lokalitas budaya inilah yang
mengantarkan pada pengertian lokalisme atau yang sering disebut sebagai
pendekatan kultural.

Jika diruntut kebelakang gagasan pendekatan lokalisme seperti itu
dalam sejarah khazanah pemikiran Islam dapat ditemukan dalam karya-
karya monumental Imam Shafi’i, misal a/-Um maupun al-Radi’ah wa al-
Siyarushaibaini di mana unsur lokalitas memegang peranan penting.
Sebagai mujtahid, Imam Shafi’i terkenal pandai mempertautkan unsur-
unsur lokalitas dalam kaitannya dengan dalil-dalil naqli atau nas. Pola
epistem ini disebut dengan istigra’ yang menghasilkan kaidah-kaidah
hukum seperti; al- ‘adat al-muhakkamah atau al-urf dan sebagainya.

Dalam praksisnya, pendekatan lokalisme di atas terbaca dalam
hikayat para wali dalam menyiarkan agama Islam di Jawa yang
menunjukkan sikap akomodatif terhadap lokalitas. Para wali
mengintegrasikan substansi ajaran Islam ke dalam verbalisme simbol
lokal untuk mempermudah trasformasi ajaran Islam ke alam pikiran

masyarakat setempat. Sebagai contoh, berbagai upacara tradisional yang
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akar-akarnya mungkin dapat ditemukan dalam budaya Hindu-Budha
bukannya dibuang tetapi disesuaikan dengan ajaran Islam

Pendekatan lokalisme seperti yang dikembangkan oleh para wali
terhadap Islam Jawa, tidak bisa dipandang sebagai Islam ‘pristine’
(murni) yang tidak dipengaruhi unsur-unsur lokal, melainkan sebentuk
Islam yang dihasilkan dari proses konstektualisasi Bahkan unsur-unsur
lokal itulah yang membuat Islam mengalami tranformasi bentuk dan
ekspresi penampakan beragam. Di Tanah Jawa (sebagai salah satu contoh
saja), Islam telah mengalami “pemaknaan” ulang melalui optic pribumi
lokal-Jawa yang kerap berlainan dengan Islam dalam optic pembacaan
pribumi-lokal-Madinah.

Aras gerak lokalisme yang dilakukan para wali menghasilkan
epistem khas dengan kemasan ajaran dialektika antara AA/ al-Sunnah wa
al-Jama’ah (Aswaja) dan tradisi lokal kemudian diwarisi dan
dipertahankan oleh NU. Dalam gerak keagamaannya, NU tidak lepas dari
tradisi lokal sebagai suatu landasan bagi sistem interpretasi dalam
memahami ajaran agama. Sebutlah Abdurrahman Wahid, mantan ketua
PBNU sekaligus cucu dari KH. Hasyim Asy’ari di awal tahun 1980-an,
menggulirkan ide ‘Pribumisasi Islam’. Menurutnya, ‘Pribumisasi Islam’
bukanlah ‘Jawanisasi’ atau singkretisme, sebab pribumisasi Islam hanya
mempertimbangkan kebutuhan lokal di dalam merusmuskan hukum-
hukum agama, tanpa merubah hukum itu sendiri. Juga bukan

meninggalkan norma-norma (keagamaan) demi budaya, tetapi agar
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norma-norma itu menampung kebutuhan-kebutuhan dari budaya dengan
menggunakan peluang yang disediakan oleh variasi pemahaman nas (al-
Qur’an).”

Upaya akomodatif Islam terhadap budaya lokal juga dirumuskan
dengan baik oleh K.H. Achmad Siddiq. Dalam sebuah tulisannya, beliau
menjelaskan:

Masalah lain yang banyak menyangkut sikap sosial ahlussunnah
ialah urusan budaya atau adat istiadat yang ada (sudah ada atau
diadakan) pada suatu kelompok manusia (bangsa, suku dan
lainlain). AAlussunnah berpendirian bahwa agama Islam berwatak
fitri, sesuai dengan hati nurani, kemampuan serta kebutuhan
manusia yang wajar, yang masih belum dipengaruhi oleh nafsu.
Islam datang tidak untuk menghapuskan segala yang sudah ada
pada manusia dan menolak segala yang datang dari luar. Hal-hal
yang sesuai atau sejalan dengan Islam diteruskan (diambil) dan
dikembangkan. Hal-hal yang belum sepenuhnya sejalan dengan
Islam, diusahakan penyesuaiannya supaya sejalan dengan Islam.
Hal-hal yang netral (kosong nilai) diisi dengan nilai-nilai Islam,
dan hal-hal yang bertentangan atau tidak mungkin disejalankan
dengan Islam, dilarang (dihapus).*’

*Lihat Lukman Hakim, Perlawanan Islam Kultural: Relasi Asosiasitif Pertumbuhan Civil Society
dan Doktrin Aswaja NU (Surabaya: Pustaka Eureka, 2004), 104. Ide-ide Pribumisasi Islam jika
dilihat dari teori kolonial bisa jadi menemukan relevansinya. Misalnya ketika Gus Dur
mempertanyakan, mengapa kita harus mengganti kata ‘sembahyang’ dengan ‘shalat’, ‘langgar’
atau ‘surau’ dengan ‘mushalla’, ‘kiai’ atau ‘tuan guru’ dengan ‘ustadz’? Apa yang dipertanyakan
Gur Dur itu tidak bisa ditilik dari esensinya, melainkan bagaimana identitas budaya menemukan
kesejatiannya. Oleh karenanya wajar jika Gus Dur mengkhawatirkan bahwa akan terjadi
formalisme berbentuk Arabisasi total. Karena itu, menurutnya diperlukan pribumisasi Islam. Pada
sisi yang lain, upaya Pribumisasi Islam tidak lepas dari proses Islamisasi yang pernah dilakukan
oleh Walisongo. Gus Dur banyak contoh mengenai manifestasi Islam dalam budaya lokal.
Misalnya, walisongo di Jawa membuat atap masjid bersusun tiga tingkat yang sebenarnya
merupakan pengganti dari atap yang bersusun sembilan tingkat di masa pra-Islam (Hindu-
Buddha). Kalau pada mulanya sembilan tingkat menandai konsep Hindu mengenai berbagai
tahapan hidup manusia, maka tiga tingkat itu diberi makna iman, islam dan ihsan. Lihat Ahmad
Baso, NU Studies: Pergolakan Pemikiran antara Fundamentalisme Islam dan Fundamentalisme
Neo-Liberal (Jakarta: Erlangga, 2006), 284.

“Dikutip dalam Arief Mudatsir, “Dari Situbondo Menuju NU Baru: Sebuah Catatan Awal”
dalam Prisma No. Ekstra (1984), 136.
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Jika NU dalam keagamaannya jelas menempatkan tradisi lokal
sebagai suatu landasan bagi sistem interpretasi dalam memahami ajaran
agama. Pertimbangan seperti itu ternyata juga diintrodusir oleh kalangan
pemikir di luar NU, misalnya, salah seorang yang paling menonjol di
kalangan reformis adalah Nurcholish Madjid yang menulis:

Jadi kedatangan Islam selalu mengakibatkan adanya perombakan

masyarakat atau ‘pengalihan bentuk’ (transformasi) sosial menuju

ke arah yang lebih baik. Tapi pada saat yang sama, kedatangan

Islam tidak mesti ‘disruptif® atau bersifat memotong suatu

masyarakat dari masa lampaunya semata, melainkan juga dapat

ikut melestarikan apa saja yang baik dan benar dari masa lampau
itu dan bisa dipertahankan dalam ujian ajaran universal Islam.

Inilah yang dialami dan disaksikan oleh Kalijaga tentang

masyarakat Jawa, ketika ia melihat feodalisme Majapahit dengan

cepat sekali runtuh dan digantikan oleh egalitarianisme Islam
yang menyerbu dari kota-kota pantai utara Jawa yang menjadi
pusat-pusat perdagangan Nusantara dan Internasional. Kemudian

Kalijaga memutuskan untuk ikut mendorong pencerahan proses

transformasi itu dengan justeru menggunakan unsur-unsur lokal

guna menopang efektiftas segi teknis dan operasionalnya.*®

Selain santun, yakni akomodatif dan transformatif terhadap
budaya lokal, Islam juga terbuka terhadap budaya yang datang dari luar
selama ia sejalan dengan nilai-nilai dasar keislaman itu sendiri. Menurut
Nurcholish Madjid, keterbukaan ini justru berdasarkan doktrin bahwa
Islam adalah agama yang universal. Pertama, Islam dalam makna
generiknya adalah sikap pasrah dan tunduk pada Tuhan Yang Maha
Benar, dan ketundukan tersebut sebenarnya adalah kecenderungan

alamiah manusia. Karena itu, Islam adalah agama kemanusiaan. Kedua,

Islam adalah agama semua nabi dan rasul, para penerima wahyu

*Nurcholish Madjid, Islam, Doktrin dan Peradaban (Jakarta: Paramadina, 1992), 552.
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sepanjang sejarah. Ketiga, Islam adalah agama alam semesta dalam arti
bahwa seluruh alam ini tunduk pada Tuhan yang telah menetapkan
hukum-hukum alam. Berdasarkan universalitas inilah maka masuk akal
kalau kebudayaan Islam bersifat kosmopolitan.*’ Dengan demikian
Nurcholish Madjid melihat universalisme Islam yang membawa kepada
kosmopolitanisme kebudayaan Islam dari sudut makna Islam.

Dengan demikian, lokalisme itu sendiri adalah bagian dari
kebudayaan Islam. Sedang dari sisi epistemologi lokalisme memberikan
suatu pandangan tentang Islam yang dilihatnya sebagai suatu nilai yang
tidak harus terjebak dengan formalisme agama atau konsep-konsep
tertentu yang akhirnya membuat Islam itu sendiri menjadi kaku. Lebih
dari itu, lokalisme lahir dari kecenderungan pemahaman agama yang
melihat kesadaran historis Islam itu sendiri yang sangat lekat dengan
budaya lokal. Lokalisme ini harus dilihat sebagai suatu yang integral
dengan agama itu sendiri, dengan tidak mengesampingkan nilai-nilai
universalitasnya. Karena dengan cara demikianlah kita dapat memaknai,
memahami, dan mengkontekskan rasa keagamaan (sense of religiousity)

dan penghayatan beragama dalam dimensinya yang lain.

*"Madjid, Islam Doktrin, 426-449.



